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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 1O TAHUN 2OO5

TENTANG

BENTUK, SPESIFIKASI, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN KARTU PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG

TAHT,IN 2OO5

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah NomorlT Tahun 2005, maka perlu menetapkan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum tentang Bentuk, Spesifikasi, Pengadaan dan

Pendistribusian Ka(u Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang

Tahun 2005.

SALINAN

l. Undang-Undang Nomor l3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277)l

3. Undang-Undang Nomorl0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomorl25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4493);

5. Peraturan Pemerintah Nomor6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4494);



6

7

Keputusan presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang pola Organisasi dan TataKerja Komisi pemilihan Umum;

8

Keputusan Komisi pemilihr: y.uT Nomor 622 Tahun 2003 tentang polaOrganisasi dan Tata Keria gsks1a1ls, :.rj"rJ-r".l.i pemilihan Umum,Sekretariat Komisi pemilihan Umum pr"ri"ri'-i.""'Sekretariat 
Komisi

Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang TataKerja Komisi pemilihan Umum, Komisi p..iiifrun'i_l*um provinsi danKomisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Menetapkan

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

MEMUTUSKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

pasal I

PERATURAN KOMISI IPYIIIHAN UMUM TENTANG BENTUK.SPESIFIKASI, PENGADAAN. OAN PENONiN.TiiUSTO* KARTU PEMILIHPEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL AUPAl;Pi;"A"ffiG TAHUN 2005.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pemaiang yang selan.peraksanaan kedauraran rakvar di'wravah r.';il;""p#+:,,{'+i":,,',l,i,.i'#:r,tT;i11"ff!:
y#iH#;il,i;Su'u "p'brik l"do"..i;;;;;;i'n*',i,i,,u 

memirih n,puti a,n rii ir Bupari

Komisi Pemilihan Umum Kabuparen pemalang yang selar.

Iilili,1.f ,1::ffii,#:{"'*lr*lf #ffi 
[#ii{f ,,l3;'[:y5i::i't'#xx?!dan wakil Bupati dikabuput?n l.mrlung, ""'uk menyelenggarakan Pemilihan Bupari

3. Panitia pemilihan Ker
n.rrngri* surrr, 

^i"':"1 
Panitia Pemunsr,ll 

,srulL dan Ketompok penyelenggara
,uuru p1Jl,rri",;ffi_ seranJurnya disebut ppK. ppS. dan KppS. ;"l;;;t:"k;
P..rrgr;;;'il;r''upatr dan wakil Bupati pada tingkat k..r-r;;.;;;;)[.,fi"f# fff iXt#Xl

4. Pemilih adalah pendudu

ffi 
***rd#ifi:[:ili1r}ff 

i"#r#rr,i3i:r,Iffi ir:nffin:dx#iTpemarang: '*'-r': qrarr sudah./pernah kawin yang terdaftar ,;;il o#,iii*0, Kabuparen

5. Kartu pemilih adalah kr
pemiril, L..puuffi;, ]ilil ffi:"[,#t, :il'I,**or lnd.uk Kependudukan. nama rengkap
dan spesifikasi teknllang direiapkan;r; ii'p,i;#];T,t f'"'n vang dibuar be.dasarkan foirna't

6. Tempat pemungutan 
Suar

paaa'nari ilru;;, ;::l?,,fi,il.rH#l*a 
d isebut rPS adalah tempar pemlih memberikan suara

7. Pasangan calon Bupati d

;'il'iHil **if:#y#i,Y,j,l',l,iJ:ii,;',-x?:,:',i*::'J:,lffiiffHlruJH11,?:.,.,ff

2



RAB II

BENTUK DAN SPESIFIKASI KARTU PEMILIH

Pasal 2

Untuk pemungutan suara dalam Pemilihan perlu dibuat Kartu Pemilih

Pasal 3

Jumlah Kartu Pemilih yang dicetak dan diadakan adalah berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang

ditetapkan oleh KPU Kabupaten

Pasal 4

(1) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, berbentuk
persegi panjang (rounded), terdiri dari 2 (dua) halaman berlapis plastik.

(2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ), dibuat dengan ketentuan :

lembaran empat

a. .ler.ris Kertas :

b. Ukuran : 54 x 86 mm
c. Warna :

l. Wama Dasar Biru (R : 145, G : 200, B : 242)
2. Wama Tulisan Hitam

d. Ukuran Tulisan :

1. Tampak Depan :

- Tulisan Judul

- Tulisan NIK
- Tulisan Identitas Pemilih

- Sanksi (Peringatan)

- Tulisan Republik Indonesia Wama Merah

- Tulisan Kartu Pemilih opocity (15%)

2. Tampak Belakang :

- Judul Ketentuan

- Isi Ketentuan

- Informasi
Simbol/Logo : Halaman Depan sebelah ujung kiri atas menggunakan logo Provinsi

Jawa Tengah dan sebelah kanan atas Logo Kabupaten Pemalang serta

gambar opacis, (30%) peta Indonesia (ukuran : proposional terhadap

ukuran kartu);

1. Tampak Depan :

- Judul Kartu Pemilih

- Nomor Induk Kependudukan (l''llK)

- Nama Lengkap

- Jenis Kelamin

- Tempat/Tanggal Lahir

- Alamat (RTiRW, Desa.i Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten' Kode Pos, Provinsi)

- Peringatan dan atau Sanksi

2. Tampak Belakang :

- Ketentuan dan Alamat Penerbit Kartu Pemilih

Pasal 5

Bentuk Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagaimana tercantum pada Lampiran

e

Peraturan ini.



BAB III

PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN KARTU PEMILIH

Pasal 6

(l) Pengadaan dan pendistribusian Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan,

tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.

(2) Pengadaan Kartu Pemilih dilakukan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan

kebutuhan Kartu Pemilih dan hasil cetak yang berkualitas.

Pasal 7

(l) KPU Kabupaten melibatkan anggota PPK, PPS dan KPPS untuk melakukan
pendistribusiarVpengiriman Kartu Pemilih kepada masing-masing Pemilih di tiap-tiap TPS.

(2) PPS menerima Kartu Pemitih dari KPU Kabupaten, untuk dibagikan kepada masing-masing
Pemilih melalui KPPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal I September 2005

KETUA.

H.M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANC
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